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LURAH WUKIRSARI 

 KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL 

PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI 

NOMOR   10 TAHUN  2022 

 

TENTANG 

 

  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WUKIRSARI (APBKal) 

TAHUN 2023  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

LURAH WUKIRSARI, 

 

 

 

 

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kalurahan Tahun Anggaran 2023, adalah rencana 

Keuangan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah 

Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

Pemerintah Kalurahan dan Badan 

Permusyawaratan Kalurahan serta ditetapkan 

dalam Peraturan Kalurahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan 

Peraturan Kalurahan Wukirsari tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 

Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1951 ; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ; 

   



  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 07, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 5459); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 

telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah 

diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 

Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 
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  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Desa;  

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

611);  

  12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

Peraturan Menteri Desa Pembanguan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 

tentang  Pedoman Umum Pembanguan Desa dan 

Pemberdayaan Masyrakat Desa, (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan 

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 1295); 

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2023;  

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 

Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan 

Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 8 ); 

  16. 

 

17. 

 

 

Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 
 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 

tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, 

Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan 

Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23); 

  18. 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan(Berita 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 
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Dengan Kesepakatan Bersama 
 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI 
 

dan 
 

LURAH WUKIRSARI 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 

(APBKAL) TAHUN 2023 

. 

Pasal 1  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023 

adalah sebagai berikut : 
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19. 

 

 

Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 

tentang  Pedoman Penyusunan APBKal Tahun 

2023; 

  20. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa 2018- 2024;  

  21. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 08 Tahun 

2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wukirsari 

Tahun 2020; 

  22. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07                                           

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Kalurahan (RKP Kal) Tahun 2023; 



1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Kalurahan Rp 203.437.500                                      

b.Dana Desa Rp 1.963.065.000                                  

c.Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 394.586.391                                      

d.Alokasi Dana Desa Rp 1.602.417.600                                  

e.Bantuan Keuangan Khusus BKK Rp 3.523.000.000                                  

f.Bantuan Keuangan Propinsi Rp 675.000.000                                      

g.Pendapat Lainnya Rp 1.000.000                                           

JUMLAH 8.362.506.491                                  

2.Belanja

a.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Rp 2.538.283.050                                  

b.Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp 4.807.827.766                                  

c.Bidang Pembinaan Masyarakat Rp 418.635.000                                      

d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 473.355.000                                      

e.Bidang Kebencanaan & Keadaan Darurat mendesak Rp 253.049.952                                      

JUMLAH 8.491.150.768                                  

3.Pembiayaan

a.Penerimaan Pembiayaan Rp 178.644.277                                      

b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 50.000.000                                        

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp 128.644.277                                       

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai  Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan 

sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari yang 

tercantum dalam pasal 3 dibawah ini; 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat  

a. APBKal 

b. Daftar Penyertaan Modal 

c. Daftar Dana Cadangan 

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 

sebelumnya. 
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Pasal 4 

Lurah Kalurahan menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBKal.   

Pasal 5 

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk 

penanggulangam bencana, keadaan darurat dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

anggaran jenis belanja tak terduga . 

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan 

bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan 

Kalurahan tentang Perubahan APBKal. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah 

Kalurahan dan tidak dapat diprideksi sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi berulang; 

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan; 

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan / atau 

permasalahan sosial; dan 

e. Berskala Lokal Kalurahan. 

 

Pasal 6 

 

Dalam hal terjadi: 

a. Penambahan dan / atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan 

pada tahun berjalan. 

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek 

belanja; dan  

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan 

menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. 
 

Lurah Kalurahan  dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan 

perubahan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran APBKal dan 

memberitahukan kepada Bamuskal. 
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